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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR (3 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :a. bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam

Mengingat

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan, maka perlu menyusun kembali Peraturan Daerah
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor
5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kota Praja dalam Lingkungan
Daerah Tingat | Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perudangan-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4709);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4569);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4745);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2007 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
selatan Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR
3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan :

a. Nomor 25 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25); dan

b. Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2007 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01).

Pasal 26

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1) Sebagai bahan perbandingan dan peningkatan pembangunan di
wilayah Kabupaten Lampung Selatan diperlukan adanya kunjungan
kerja/studi banding.



Diundangkan di Kalianda
4 januvari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPA

pada tanggal

LEMBARAN

(2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
Anggota Dewan setiap tahun anggaran disesuaikan dengan
kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan
wewenang DPRD.

(3) Dalam melaksanakan kunjungan kerja/studi banding, Anggota Dewan
dapat didampingi oleh Dinas/Instansi yang terkait dan Tim Sekretariat
DPRD.

Pasal il
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 jan i 2012

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPUNG SELATAN,

ERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR



